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banwa dalam rangka menertibkan nak kepemilikan
bermotor don kendaroan diatas air, dipandang
periu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air ;

bahwa Bea Balik Nama Kendarcan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air merupokan salan satu
jenis Pajak Propinsi vyang sangat potensial
untuk memberikan Kontribusi terhadap Pendapatan
Asii Daeran ;

pbanwa  Peraturan Doerah  Propinsi Sulawesi
Tenggara Nomor 2 Tahun 1398 tentang Bea
Balik Namoa Kendaroon Bermotor sudah  periu
diselesaikan dengan ketentuan—-ketentuan
sepagoimana diatur dalam Undang-undang Nomor 34
Tanun 2000 tentang Pajok Doeran dan Retribusi
Daerah ;

banwa  Derdasarkan pertimbongan  sebagoimana
dimaksud dalam huruf a, D dan ¢ periu membentuk
Peraturan Daerah TJentang Bea Balik  Nama
Kendaraon Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Undang-undang Nomor 13 Tanhun 1964  tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti
Undang-undang  Nomor 2 Tahun 1864  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengan
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dan Daeraoh Tingkat I Sulowesi Tenggara dengan
menguban Undong-undang Nomor 47 Tahun 1960
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Suiawesi
Seigtan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1564
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
Undang—-undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Kitabd
Undang-undang Hukum Acara Pidana  {Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
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Negara Nomor %209).

undang—-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak
Daeran dan Retribusi Dgeran (Lembaran Negara
Tahun 1987 Nomor 41, Tambanhan Lembaran Negara
Nomor 3685) sebogaimana telah diuban dengan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 {Lembaran
Negara Nomor 4018).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1899  Tentang
Pemerintanan Daerah {(Lembaran Negara Tanun 18388
Nomor o0, Tamnpbahan Lembaran Negara — Nomor

—_ -~

3839).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 19SS tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintan Pusat
dan Daoeranh {(Lembaoran Negara Tahun 1999 Nomor

72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

Peragturan  Pemerintanh Nomor 1S Tahun 1897
tentang Pajok Doeran (Lembaran WNegara Tahun
1837 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Peraturan Pemerintan Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan  Pertanggung jawaban
Keuangan Daeroh {Lembaran Negara Tanun 2000
Nomoy 202, Tambahan Lembaran Negara — Nomor
4022 ),

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1888 tentang

Tennik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peroturon Pemerintah dan Rancangan Keputusan
residen ;

"t

9. Peraturan. ..... .



Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPI
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Peraturan Daeran Propinsi Daeran Tingkaot 1

Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tanun 1988 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
Dengan persetujuan
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Dalam Peraturan Doeran ini vong dimoksud dengan
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. Pemerintah  Dageranh adalich Pemerintan  Doerah

N
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Propinsi Sulawesi Tengaara ;
Doeran adolah Propinsi Sulawesi Tenggara ;
Gubernur adalan Gubernur Sulawesi Tenggara:

Uinas Pendaopatan  adalah  Dinags  Pendapatan
Propinsi Sulawesi Tenggara ;

Pejabat agdalah pegawal vyang diperi tugas
tertentu dibidang Perpajakan Daeran sesuqgi
dengan Peraturan Perundong-undangan ;

. Kendaraan, .43....
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Kendaroan Bermotor adalah semua Kendaraan Deroda
dua atau lebinh Deserta gandengannya  yang
digunakan disemua jenis jalan  darat, aan
digerakan olenh peralatan tennis Dberupa motor
agtau peralatan lainnya vyang Dberfungsi untuk
menguban sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak kendaraan permotor yang
persangkutan, termasuk aolat-alat Dpesar  yang
pergerak ;

Kendargon di Atas Air disingkat KDA adalanh semua
Kendaraan vyong berisis kurang dari (100) meter
kubik, digeraokkan olen peralatan tehnik Derupa
motor aQtau peralotan lainnya yang bertungsi
untuk menguban suatu sumber energi tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
persangkutan yang digunakan di Atas Air

Penyeranan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air adoloh Penyeranon hak milik dan atau
penguasaan Kendaraan bermotor sebagail akibat
perjanjian duc pihak atau perbuatan sepihak atau
kegdoan vyang terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hiban termasuk nhiban wasiat dan hadiah,
warisan atau pemasukan keadaan badan usaha ;

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan
di Atas Ailr odolah Pajak atas penyerahan haok
milik kendaraan bermotor don Kendaraan diatas
air yang sebogai akibat perjanjian 2 {dua) pihak
atau perbuatan-perbuatan sepinak atau keadaan
yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,
niban, warisan, atau pemasukan kKedalam Badan
gsaha ;

Surat Pemberitahuan  Pajak Daerah yang
selagnjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang
digunakan oleh wajib Pajok untuk  melakukan
pempayaran atau penyetoran pajok yong terutang
ke Kgs Daoeran atou ketempat lain yang ditetapkan
olen Kepala Daeran ;

11. Surat. .41
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Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SSPD adalah surat yang digunakan olen
wajib pajok untuk melokukan pembayaran atau
penyetoran pajak vyang terutang ke Kas Daeran
atau Ketempat lcin yang ditetapkan oleh Kepala
Doeran ;

Surat Ketetopan Pajok Doeran yong selanjutnya

disingkat SKPD adalan surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumiah pojok yang terutang ;

Surat Ketetapan Pojak Doerch Kurang Bayar vyang
seianjuinya disingkat SKPDKB adalah  surat
kKeputusan yang menentukan besarnya jumiah pajak
yang terutang, Jjumlah Kredit pajak,  jumian
Kekurangan pembayaran pokok pajak, pesarnya
sanksi administrasi daon jumich yong masin harus
dibayar ;

Surat Ketetapan Pajak Doerah Kurang  Bayar
Tambanan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
gdaian surat keputusan yang menentukan tambahan

gtas jumian paiok yang ditetapkan ;

Surat Ketetgpan Pajok Doeran Lebin Bayar vyang
seianjutnya disingkat SKPDLB  adalah  surat
keputusan  vyang menentukan jumign  kelebinan
pembayaran pajok KkKarena jumion Kredit pajak
iebin besar dari paiok yvang ternutang atau tidok
senarusnya ternutang ;

Surat Ketetapan Pajok Doeraoh  Nihil yang
seiagniutnya disingkat  SKPDN  adalan  surat
keputusan yang menentukan jumlaoh pajok terhutang
sgma besarnya dengan kredit pajak atau pajok
tidak terhutang dan tidok ada kredit pajak ;

Surat Tagihan Pajak Doeran  yang seiagnjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
taginhan paojok dan atau sanksi agdministrasi

berupa bunga dan atou denda ;

isi silinder atou satuan daya agdalanh isi ruang
perbentuk bulat torak sepanjang satu angka torak
DGQQ mesin kendaraan Dermotor yang ikut

menentukan pesarnya kekuatan mesin ;
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s. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor dan atau
Kendaraan di Atas Air adalanh tahun perakitan ;

t, Nilai jual kendaraan bermotor dan atau Kendaraan
di Atas Air adalah nilail jual kendaraan bermotor
dan atau kendaraan di atas air yang diperoien
perdasarkan  harga pasaran  umum atas  suatu
kendaraan bermotor dan kendaracan diatas air
sepagaimana tercantum dalam tabel nilai jual
kendaraaon bermotor yang periaku ;

U, Badan adalan suctu badan usaha yang meliput
perseroan terpatas, perseroan komanditer
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerahn
dengan nama dan  dalam  bentuk apapun,
Persekutuan, Perkumpulian, Firma, Kongsi,
Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis,
Lembaga, Dana Pensiunan, Bentuk  Usaha tetap
serta Bentuk Badan Usaha ilainnya ;

v, Putusan panding adalan putusan padan
penyelesagian  sengketa pajak  atas panding
ternadap surat keputusan keberatan yang diajukan
olenh wajib pajak ;

w. Surat Keputusan keberatan adalan surat keputusan
gtas keberatan terhadap surat ketetapan pajak
daeran, surat ketetapan pajak daeran kurang
bayar, surat Ketetapan pajak doerah kurang bayar
tambahan, surat Ketetapan pajak daeran lebin
payar, surat ketetaopan pajak daeran ninii, atau
ternadap pemotongan atou pemungutan olen pihak
ketiga yang diajukan olenh wajib pajak

Jengan nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air dipungut Pajak atas
penyeranan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas
Air,

Pasal 3. ......
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Pasal 3
Obyek Pajok Bea Balik Nama Kendarogan Bermotor
dan Kendaraan di Atas Air adalan penyeranan
Kendaraan Bermotor dan atau kendaraon diatas
air.
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Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor dan atau
Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud pada
agyat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor
dan atau kendaraan diatas air dari luar negeri
untuk  dipokai secara tetap @ di indonesia
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kecuali :
a. uUntuk dipokai sendiri olen yang
persangkutan;

D. Untuk diperdagangkan;

c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah
Papbean Indonesiaq;

d. Digunakan untuk pameran, penelitian, conton
dan kegiatan olan raga pertaraf
internasional.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek pajok adalah penyeranhan
Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air
kKepada :

a. Pemerintan, Pemerintanh Propinsi, Pemerintan
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa ;

D. Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan
Lemboga-iembaga Internasional dengan asas timbal
palik sebagaimana berlaku untuk pajaok negara.

Pasal 5

Penguasaan Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di
Atas Air oleh orang pribadi atou badan yang bukan
pemiliknya wuntuk jangka waktu iebin dari 1Z bulan
dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dan
atau kendaraan diatas air dalam hak milik, setelah
saat lampaunya waktu 12 bulan dinhitung sejak saat
penguasaan, Kecuali jika penguasaan itu adaiah
gkibat dari perjanjian sewa. .Ag



Pasal b

Subyek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan di Atas Air adolah orang pribadi
gtau badan yang menerima penyeranan Kendaraan
Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air.

P
p—t
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Waiib Pajak sebagaimana dimaksud dolam ayat (1)
perkewajiban membayar Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor atou Kendaraan di Atags Air  yang
dipertanggungkan kepadanya sesuai  Peraturan
Perundang—undangan yang periaku.

Pty
N
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Yang bertaonggung jowab atas pembayaran Pajak
adalan
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a. Untuk pemilik pribpodi adalanh orang vang
persangkutan kuasanya atau anli warisnya ;

D. Untuk pemilik yang berupa Badan Hukum adalah
pengurus atau kuasanya atau wakiinya ;

c. Dalam hal seseorang atau badan menerima
penyeranan yang jumiah Bea Balik  Nama
Kendaraan Bermotor dan Kendaraon di Atas Air
sepagian maupun seluruhnya peium dilunasi,
maka pihok  yang  menerima penyeranhan
pertanggung jawab atas pelunasan Bea Balik
Nama Kendaroan Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air yang terhutang.

BAB III
DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

(1) Dasar pengenaan Bea Balik WNama  Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adolah Nilail
Jual Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di  Atas
Alr



Niiai Jual Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan olen Gubernur dengan berpedoman pada
Keputusan Menteri Dalam Negeri,
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Pasal 8

Dalam hal nilai jual Kendaroon Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air bpelum tercantum dolam
tabel yang ditetapkan olen Menteri Dalam
Negeri, Gubernur menetapkan Niiai Jual
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Ailr
dimaksud dengan Keputusan Gubernur ;

ey
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Niiai Jual Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilagporkan pada Menteri Dolam Negeri  dan
Otonomi Daeran Republik Indonesia.

o~~~
N
~—

Pasgl §

Besarnya tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan di Atas Air dinitung berdasarkan
nilai jual vyang ditetapkan dengan  Peragturan
Perundang-undangan  dengan  rasio perpandingan
sepagail berikut :

a, Untuk pertaoma sepesar 10 % (sepulun persenj.

D, Untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sepesar 1

% (satu persen).

Pasal 10

Besarnya Bea Bolik Nama Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air dihitung dengan mengalikan
tarit sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dengan
dasar pengenaan pajak sepagaimana dimaksud dalam
pasal 7 atau pasal 8.
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Pasal

(1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan
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di Atas Air dipungut di Wilayan  Daeran
Kendargan Bermotor dan atau Kendaraan di  Atas
Air didaftarkan.

Apapila terjaodi pemindahan Kendaraan Bermotor
dan agtou Kendaroan di Atas Air dari satu Daeran
ke Dgeran lain, maka wajib pajak  yang
persangkutan harus  memperiihatkan bukti
peiunasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air di Daerah gsainya Derupa
surat keterangan fTiskal antar daeran.

Orang pribadi atou Badan Hukum atau anli  waris
sepggaimana  dimoksud dolam  Pasal b, yang
menerima penyerahan Kendaraan Bermotor dan atau
Kendaraan di Atas Air seloku Pajok Wajibp
memberitanukan KkKepada Gubernur dengan mengisi
SPTPD selambat-lampatnya 14 {(empat belas hari
dan untuk Kendaraan dan atau Kendaraan di  Atas
Air penyerahan haok milik dari luar doeran dalam
waktu 30 (tiga pulun) hari terpitung dari saat
menerima penyeranan kendaraan bermotor dan atau
kendaraan diatas air.

~

diisi dengan jelas benar dan lengkap serta
ditanda tangani olen wajib pajok atou orang
yang diberi kuasa olehnya.

Orang pribadi atou badan hukum yang menyerankan
kendaraan permotor dan  atau kendaraan
digtas air melaporkan kepada Gubpernur atas
terjodinya penyerahan hak milik  terseput
seiambat—liambatnya 30 {tiga puluh) hari sejak
saat penyeranan kendaraan permotor dan atau
kendaraan di atas air.



Paosal 153

SPTPD sebagaimana dimaksud daolam pasal 1Z ayat

(1) sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama dan Alamat lengkap vyang menyerankan
dan yang menerima penyeranan ;

D. Tanggal penyerapan ;

c. Jenis merek, tipe, 1isi silinder, tanun

pempuatan, warna, nomor — rangka, nomor

mesin ;

Dasar penyerahan ;

g, Harga penjualan,

N
b
S

Q.

~

Bentuk isi, kwalitas dan  ukuran  SPIPD
sebagaimana dimoksud pada ayat (1) ditetapkan
oien Gubernur,

o~
N
N

BAB VI
KETETAPAN PAJAK
Pasal 14

~

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud daliam
pasal 12 ayat (1), pajok ditetapkan dengan

menerbitkan SKPD atou Dokumen lain yang
dipersamakan.

—~
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Bentuk, isi, kwalitas dan  ukuran  SKPD
sepagaimana dimoksud pada ayat (1) ditetapkan
olen Gubernur.

——
N
N——

Pagsal 15

Setigp Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraagn di
Atgs Air vyang mengalami perupanan Dbentuk atau
penggantian mesin wajib melaporkan dengan mengisi

SPTPD dolam waktu 14 {(empat belas) hari setelah
seiesagi perubahan bentuk atau ganti mesin.

Pasal 1b

Doiom jangka waktu 5 {(lima) tahun sesudah saat
ferutangnya pajak, Gubpernur dapat memberikan :
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a. Surat Ketetapan Pajok Daeran Kurang Bayar dalom

[

N

N
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1) Apabiila berdasarkan hasil pemeriksagan atau
keterangan 1lain, pajak yang terutang tidak
atau kurang bayar ;

Apabila Suraot Pemberitahuan Pajak  Daeran
tidak  disampaikan kepada Gupernur  dalam
jangka waktu tertentu dan setelanh ditegur
secara tertuiis ;

N
~—

Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan
Pajak  Daeran tidok dipenuni pajak yang
ferutang dinitung secara jabatan.

o
S

Surat Ketetapan Pajok Daerah Kurang  Bayar
Tampahan apabila ditemukan datc baru dan atau
data yang semula  belum  terungkap yang
menyepabkan penambahan jumlanh pajok terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Doerah Ninil  apabila
jumianh pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumian kredit pojok atau pajok  tidak terutang
dan tidak ada kredit.

Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak
Doerah apabila :

a. Pajak daiam tahun berjalan tidak atau Kurang
payar ;

pD. Dari nasil penelitiaon Surat Pemberitanuan
Pajak Daoerah terdopat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis dan atau saian
nitung ;

C. Wgiib Paojok dikenockan sanksi administrasi
pDerupa bunga gtau denda.

Bentuk, 1isi dan tota cara penyampaian S
ditetapkan oleh Gubernur,



{1) Pembayaran Bea Balik Namg Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air dilakukan pada  saat
pendattaran.

{Z) Bea Balik Nama Kendoraan Bermotor dan Kendaraan
di Atas Air diilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga

puiuh) hari sejok diterpitkan SKPD, SKPDKB,

Keputusan Keperatan dan putusan banding yang
menyebabkan jumlian Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan di Atas Air vyang narus
dibayar bertamban,

Gubernur atas permonhonan wajib pajak  setelan
memenuni  persyarotan yang ditentukan  dapat
memperikan persetujuan Kepoda wajib pajok  untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak dengan
dikenokan bunga sebesar 2 (dua persen) sepulan.

(oY
N’

Tata cara persyaratan pembayaran angsuran atau
penundaan ditetapkan olen Gubernur.

o~
=
N

Pempayaran dilakukan di Kas Doerah atau tempat
iain yang ditetapkan Gubernur.

o~
U1
Nk

Pasal 19
Pajak vyang terhutang bDerdasarkan SKPD, SKPIKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak
gtau kurang payar oleh wajib pajak pada waktunya
dapat ditagin dengan Surat Poksa.

BAB VIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN
UAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

h

Pasal 20. .......



Pasal 20

Gubernur koreno iobafan atau atas permohonan
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atau SKPIKBT atau oriu yang aolom penerpitannya
ferdapat kesalanhan tulis, kesalahan hitung dan
atau kekeliruon dolam peneragpan  Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daeran,

Gubernur dapat

g. Mengurangkan atau  menghapuskan sanksi
administrasi perupa  bunga, denda  dan
kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
dan Kendaraon di Atos Air yang terutang
menurut Peraturan Perundang-undangan
Perpajokan daolam hal  sanksi  terseput
dikarenakan kenilafan wajib pajok atau bukan
karena kesalahannya.

D. Mengurangkan atau membatalkan  ketetapan
pajak yang tidak penar.

—~~~~
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Tata carag pengurangan atau penghapusan  sanksi
agdministrasi dan pengurangan ataou pembatalan
ketetapan pajok sebagaimana dimaksud pada ayat
(Z) diotur dengan Keputusan Gubernur.

~—~~
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Gubernur dapat memberikan kKeringanan, pengurangan
dan pembebasan Bea Balik Nomo Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan di Atas Air,

LE S a
MRLi

i &
vnng alp ranaKan seoogai Ambulance dan mobil
jenazan  dapat diberikan pembebasan dan  atau
keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air vyang ditetapkan olen
Gubernur.

Pasal 25. ...%..
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Pasal 23

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan
pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(1)

(2)

BAB X
PEMBAGIAN HASIL
Pasal 24

Pembagian hasil penerimoan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Propinsi sebesar 70 % dari hasil
penerimaan.

b. Untuk Kabupaten/Kota penghasil sebesar 20 %
(tiga pulun perseratus) dari hasil
peneri maan.

c. 10 % dibagi rata untuk Kabupaten/Kota
lainnya.

Kepada Instansi Pemungut dan Instansi terkait
lainnya diberikan upah pungut sebesar 5% dari
hasil yang disetor ke Kas Daerah.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25
Wajib Pajok dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas
suatu :
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah ;
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;

c. Surat., .......



c. Surat Ketetapan Pajak Daeranh Kurang Bayar
Tambahan;

d, Surat Ketetapan Pajok Daeran Lebin Bayar;

e. Ketetopan Pajok Doeran Ninil.

(2} Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat
(1) harus disampoikan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia paiing iama 3 (tiga) bulan
SKPDN  diterima olen wajib pajak, Kecuali
gpabila wajib pajok daopat menuniukan Danwd
jongko waktu itu tidok dapat dipenunhl karena
keadoan diluar kekuasaannya.

Gubernur atou Pejabat dalam jangka waokiu paling
lama 12 {(dua belas) bulan sejak tanggai surat
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat
{(2) diterima, sudanh memberikan keputusan.
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(4) Apabila setelan lewat waktu 12 (dua belas)
puian sepagaimana dimaksus pada ayat (3)
Gubernur atau Pejabat tidak memberikan
kKeputusan permononan keperatan dianggap
dikabuikan,

(5) Pengajuan keberatan sebagoimana dimaksud pada
ayat (1) tidak menunda kewajiban  membayar
pajak.

Pasal 26

(1) Wajib pajok dapat mengajukan bonding kepada
Badan Penyelesaian Sengketa Pajok dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan seteigh diterimanya
keputusan kebperatan.

(Z) Pengajuan banding sebagaimana dimoksud pada

ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar
pajak.

Pasal 27. ......



Pasal 27

Apabiia pengajuan keberatan sepagaimana dimaksud
daiam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud
daiam pasal 26 dikabulkan sepagian atau seliurunnya,
keiebihan pembayaran Pajak dikempalikan  dengan
ditambah imbalan bunga sepbesar 2 % (dua perseratus)
sebuian untuk paling iama 24 {(dug puluh empat)
pulan.
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Wajib  Pojaok  dapot  mengajukan  permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran BBN-KB dan
KDA  kepada Gubernur atau Pejapat, secara
tertulis dengan menyebutkan  sekurang -
Kurangnya

Nama dan alamat pajak;

Masa Pajok;

Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
Alasan yang jelas.

O o a

.

Gubernur atou Pejabat dalam jangka waktu paling
igmag 12z (dua belas) bulan sejak diterimanya
permononan pengembalian Kelepinan pembayaran
pajak sepagaimana dimaksud poda ayat (1) harus
memberikan keputusan.

Apabila Jjaongka waktu sebogaiman dimoksud pada
ayaot (2) dilompoui Gubernu atau Pejabat tidak
memperikan Keputusan, permononan pengembalian
kelepinan pembayaran pajak dianggap dikabulkan
dan SKPOLB nharus diterbitkan dalam waktu paling
igma 1 {satu) bulan.

{(4) Apapila. ...'...



{(4) Apabila Wajib Pajok mempunyal utang pajak
iainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaiman
dimaksud pada ayat (Z) langsung dipernitungkan
untuk melunasi teriepin dahulu utang pajak yang
dimaksud.

Pengembalian kelepinan  pembavaran pajak

dilakukan daiaom waktu paling lama Z {(dua) bulan

s
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Surat Perintan  Membayar KeieDpinan pPajak

{SPMKP ) .

Apabila pengempalian kelebihan pembayaran pajak
dilokukan setelah lewat woktu 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB Gubernur  atau
Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 %
(dug persen) sepulan atas  keteriambpatan
kelepinan pajak

(o))
Nagi

Pasai 28

Apapiia kelebpihan pembayaran pajak dipernitungkan
dengan utang pajok lainnya sebagaimana  dimaksud
dalam pasal 28 ayat (4) pembayarannya dilakukan
gengan cara pemindah bukukan dan bukti pemindah
pukuan juga berlaku sebagail bukti pembayaran.
BAB XIII
KEDALUWARSA
Pasal 30
(1) Hak untuk  melakukan penaginhan pajak,
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5
(1ima) tahun terhitung sejak saat terutangnya
pajak kecuali apabilio waiib pajok melakukan
tindaok pidana dibidang perpaijakan Doeran.

Kedaluwarsa penaginan pajak sebagaiman dimaksud
pada ayat (1) tertanggunkan apabiia :

a. Diterbitkan. ..%...
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a, Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
atau ;

D, Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak
paik iangsung maupun tidak langsung.

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dgaiam
Peraturan Doerah dilaoksanakan cien Kepala Dinas
Pendapatan Daeran dan Instansi terkait ilainnya yang
ditunjuk olenh Gubernur,

BAB XV

e oA I

DENDA FISKAL
Pasal 327

(1) Jumiah kekurangan pajok yang terutang dalam
SKPUOKE sepagaimana dimaksud poda  ketentuan
pasal 16 huruf a angka 1) dan 2) dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sepesar 2 %
(dua persen) sebulan dinitung dari pajok yang
kurang atau fteriambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 {(dug puluh empat) bulan
dihitung sejak terutangnya pajak ;

Jumiah kekurangan pajok yang terutang dalam

R e b o e
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ib nuruf b dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100 % {(seratus persen) dari
jumiah kekurangan pajak tersebut

Kenoikan sebogaimona dimoksud pada ayat (2)
pasal 1ini, tidok diperiukan bogi wajib pajak
yang melapor sendiri sepelum dilakukan tindakan
pemeriksaan ;
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Jumigh pajok yong terutong  dalam SKPDKEB
sepagaimona dimaksud ketentuan pasal 16 huruf @
angka 3) dikenokan sanksi administrasi  berupa
kenoikan  sebesar 25 % {(duo  pulunh  lima
persergtus) dori pokok pojok ditomban  sanksi
adiministrosi  berupo bunga sepesar 20 % (dud
perseratuys) sebuion dihitung dari pajok  yang
kurong ogtou  teriagmpot  dibayar untuk  Jangka
waktu paiing lama 24 { dua pulun empat ) bulan
sejak sgat Terutang pojak.

pasal 33

A~

Waijib pajak yang menerima  SPTPD sepagaimandg
dimaksud ©pasal 17 ayat (1) hnuruf a dan D
ditompan dengan sanksi  gaministrasi Derupa
bunga 2 % {(dua perseratus) setiap bulan untuk
paling “lamo 15 (iimag belas) bulan sejak saot
Terutangnya pajak ;

~

kurang dipayar setelah jotuh tempo pembayaran
{duag) kaoli jumiaoh pojok yang terutang

Woilb paojok yang karena kealpoannya — tidak
menyampaikan  SPTPD atau mengisi  denggn  11Qak
penar, sepagaimana dimoksud Pasal 12 ayat (1)
dan ayat (2) seningga merugikan keuangan doeran
digncam pidona kurungon paling lama & (enam)
pulan dan atou denda paling banyak 2 (dua) kaii
jumian pajak yong terutang,

wn

Tindaok pidona dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
adaign pelianggaran, A1
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Seigin Penyidik POLRI, Penvidik Pegawgi Negeri
Sipil tertentu dilingkungan Pemerinton Daeran
diperi wewenang khusus sebogal penyidik  untuk
melokukan  penyidikan tindok pidana dibidang
Perpajokan Doeran sebogaimana  dimaksud dalam
dndang~undang Nomor 8 Tahun 1981 tentong Hukum
Acara Pidana,

Wewe nang peny101K sebogaimana  dimoksud  pada
ayat (1) adalon

a, Menerima, mencari, mengumpulkan don meneliti
keterangan atau laporan berkenoon dengan
tindok pidona dibidong Perpojokan  Dgeran
agar Keterangan atau iaporan  tersebut
menjadi iengkap dan jelas,

D, Meneiiti, mencari aan mengumpuikan
Keterangan mengendal orang pribadigtou Bodan,
Tentang kebenaran perbuatan yang  diligkukan
sefnupungan  dengan tindok pidana Perpajakan
dgeran tersebut,

C., Memintg keterangan dan  banan bukti  dari
arang  pribodi otou padon sehubungon  dengan
tindak pidano dibidang perpajakan Daeran.

d. Memeriksa Dbuku-buku, catatan—-caotatan  dan
dokumen lain perkenoagn dengan tindok pidana
dipidang Perpajokan Joeran,

e, Melokukan Penggeledahan untuk mendapatkan
panan Dukti pembukuan, pencatatan, aan
dokumen-dokumen igin Sertag melakukan
penyitaan ternadap banan bukiti terseput,

7. Meminta bantuan tenogo ohli doigm  rangka

pelaksungan tugas penyidikon tindak pidana
dibidang Perpaijakan Daeran, /H

g. Menyurun, .. ...
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g. Menyurun  Derienti , melarang  seseorang
meningaglkan ruangan atou tempat pada  saat
pemeriksaan sedang beriangsung dan memeriksa
identitos orang gtau  dokumen  dibowan
sepagaimana dimaksud pada hurut ¢©

n. Memotret seseorang vang oberkaitan dengan
tindak pidana Perpaiakan Daeran,

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksg sepagol tersangkag agtau saksi.

i. Menghentikan penyidikan  setelan mendapat
petunjuk dari penyidik bghwa Tidok dapat
cukup bukti gtas peristiwa terseput bukan
merupakan  Tindak pidana don selanjuinya
meliaiui  penyidik  umum memberitahukan nal
tersebut kepado penuntut umum Tersangka atau
keluarganya,

Penyidik sebogoimona dimoksud pada ayat (1)
memperitanukan  dimulainya  penyidikan daan
menyampaikan nasil penyidikannya Kepada
penuntut wumum, melaul Penyidik Poiri sesuai
dengan ketentuan yang digtur dolam Undang -
undang  Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acarg
Pidana,

B A B AVL]

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3b

nai - nal yang belum digtur dolam Peraturan Daerah

sepanjang mengenai pelaksaonaannyo gkan  diatur

lebin lanjut dengan Keputusan Gubernur.



Sejok  soat bperlokunya Peraturan doeran ini,  maka
Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2
Tahun 1998 tentang Bea Balik  Nama Kendaraan
Bermotor Lembaran Doerah Propinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 7 Tahun 1998 Tanggal 20 — 11 - 1998 seri A Nomor
1 dinyatakan tidak perioku kecuali pajak yang terutang
perdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38
Peraturan Doeran ini muliai periaku pada
tagnggal diundangkan.
Agar supaya setigp orang dapat mengetanuinya

memerintankan pengundangan Peraturan Daerah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Daeran Propinsi Sulawesi
Tenggara.

Diundangan di Kendari
Pada tanggal 23 - ¢ = 2001




ot

ot ]

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 10 TAITUN 2001
TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN
KENDARAAN DI ATAS AIR
UMiuM

Diantara Kkewajiban Pemerintoh Daerah dolam  rangka
mendukung Keberhasilan pelaksanaan Gtonomi Daerah sesuai
amanan  Undang-undong  Nomor 2Z Tahun 1998  tentang
Pemerintan Daerah adaliah melakukan upaya-upaya nyata untuk
meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daeran.

Selagin satu sumber Pendapatan Daeran sesuol ketentuan
pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1589 tentang
Pemerintahan Daerah dan pasal 4 Undang-undang Nomor 25
Tahun 1889 tentang Perimbongan Keuangan antar Pemerintah
Pusat dan Doeran adalan Pajak Daoeran dan Retribusi Doerah.

Bea Balik Namo Kendaroan Bermotor dan gtau Kendaraan di
Atas Air pada hakekatnya merupakan salah satu jenis pajak
doeran yang pemungutannya periu diatur dengan Peraturan
paeran.

Sejalan dengan pemberiakuan Undang-undang Nomor 34 TJahun
2000 tentang Perubaohan atas Undang-undanga Nomor 18 Tahun
1987 tentang Pajak Daerah, maka Pergturan Daerah di

Retripusi Daeran Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun
1988 sudan periu disesuaikan. Hal ini dimaksudkan agar
niigi keberhasilannya sesuai pula dengan  kondisi
perkembangan sosial budaya don sosial ekonomi masyarakat.
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Posal 1 : Cukup jelas
pasai 2 + Cukup jelas
Pgsal 3

: Cukup jelias Ay



Pasal 4 huruf a : Penyeranan Kendaraan Bermotor  dan
Kendaraan di Atas Air kepada Badan
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha
Milik  Doerah  tidak dikecualikan
sepagai obyek Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor daon Kendaraan di Atas Air.

Pasal 4 nuruf b : Ketentuan tentang pengecuaiian
penge naan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan di = Atas
Air bagi Perwakilan Lembaga - lembaga
internasional perpedoman pada
Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal b5 ¢ Cukup jelas
Pasal b : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal &8 . Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelias
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 . Cukup jelias
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jeias
Pasal 1b : Cukup jelas
Pasal 17 . Cukup jelas
Pasal 18 + Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Paosal 24 . Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 289 : Cukup Jjelas
Pasal 30 » Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 52 : Cukup jelas
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Pasal



Pasal

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
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Merupakan genda fiskal, yakni
perpentuk penambanhan Ketetapan pajak
dengan suatu prosentase yang

ditetapkan dalam pasal ini dan harus
dibayar kepada Daeran,

Ketentuan ini merupaokan  ketentuan
pidana berupa nukuman kurungan dan
atau denda pidana.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas



